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WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN PERATURAN WALIKOTA MANADO
- NOMOR: 55 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJADINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKOTA MANADO TIPE A

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Manado,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado Tipe A.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 iteniang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
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Aviddiiayy,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

TYA AT A TN MY

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MANADO TIPE A



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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alain Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengaii .
Kota adalah Kota Manado.

. Walikota adalah Walikota Manado.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan
Kearsipan.

. Sekretaris adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

S
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perpustakaan dan

Wenrainan
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7. Subbagian adalah Subbagian Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.
8. Scksi adalah Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

D
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2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3

4
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Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidangDinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tigas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), menyelenggarakan
fungsi :

peruinusan kebijakan sesuai dengan lingkup lugasiya,

d.

h. pelaksanaan kehijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya,

d. pelaksanaan adininistrasi dinas sesuai dengai lingkup

tugasnya:dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan lingkup tugasnya.



BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

pusuﬂxamx Udll I\Cdi bldel tei UHI Udli

"3

b. Sekretanat Dlnas membawahi :
1) Subbagian Perencanaan,
2) Subbagian Keuangaii,dai
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengadaan

Bahan Pustaka, membawahi :

1) Sn]zc‘ DPamhinaan Darmiictalr-aan:

WARDL 4 VALMMLLGGUL 4 v pUsliaaal,

2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
Perpustakaan;dan

3] Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan
Pustaka.

d. Bidang Pemasyarakatan Minat Baca, Kerjasama, dan

Pelayanan Perpustakaan, membawahi :

1) Seksi Pemasyarakatan Minai Baca,

2) Seksi Kerjasama Perpustakaan:dan

3) Seksi Pelayanan Perpustakaan.

e. Bidang Pembinaan Kearsipan membawahi :

1) Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;

2) Seksi Kearsipan Pembinaan BUMD, Perusahaan,
Organisasi Kemasyarakatan = dan Organisasi
Politik;dan

3) Selzsi Pembinaan Lembago
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Daya Manusia Kearsipan.
f. Bidang Pengelolaan Arsip dan Sistem Informasi
Kearsipan, membawahi :
1) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
2) Seksi Pengelolaan Arsip Statis;dan
3) Seksi Sistem Informasi Kearsipan, Pemanfaatan dan

T ranan Arain
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur  organisasi  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan ini.

oa Pendidilkan dan Sumbher
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BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6
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nas Perpustakaan dan Kearsipan dipumnpiin olehh Kepala
inas

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas
pembantuan, perencanaain, Kegiatan, imonitoring dan
evaluasi di bidang Perpustakaan dan kearsipan serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
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(3) Dalam menyelenggaraka tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

d. rcuvcxcnggcu aall pceruinusail, pcucLapa ’ pcngatman,
dan koordinasi nPlnkﬁnnnnn kebunlmn eknis di
perpustakaan dan kearsipan;

b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan
perpustakaai dan kearsipai; dan

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka
tugas pokok dan fungsi Dinas;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

R

4) Rincian tugas Kepala Dinas:
a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan
tugas Dinas;
L. menetapkan visi dan misi Dinasuniuk mendukung visi

dan misiDaerah serta kehijakan Walikota;
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c. menetapkan rencana strategls Dlnasuntuk mendukung
visi danmisi Daerah serta kebijakan Walikota;
merumuskan serta menetapkan kebijakan/ petunjuk
teknis dan/ataumenyampaikan bahan penetapan oleh
Walikota di bidangperpustakaan, kearsipan, serta
akuisisi, deposit dan pengolahan;
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bidangperpustakaan, kearsipan, serta akuisisi, depos1t
dan pengolahan,;

menetapkan dan/atau menyampaikan —rancangan
Prosedur TPfan/annrlnrrl Onerating Procedure IQﬂD\ di
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bidang perpustakaan, kear31pan,serta aku13131, depos1t
dan pengolahan;

g. IMENyusun program kerja dan rencana kegiaian sesual
denganrencana strategis Dinas;

h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA

o |

Dinas;
M tanlran rahiitirhan AN ran holanin +1AA1
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langsung, kebutuhanperlengkapan Dinas sebagaimana
ketentuan yang berlaku;

j. memaral dan/atau menandatangani naskah dinas
sesuai ketentuantata naskah dinas dalam kapasitas
jabatannya termasuk naskahlainnya yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas baik internalmaupun
eksternal;

k. menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN
dilingkungan Perangkat Daerah terkait;

l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil

nnnvn1ennf)n Aholven Tﬁ"\ﬂf‘ﬂﬂ qur\moc; Tahatan dan
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Standar Kompetensi JabatanStuktural kepada Perangkat
Daerah terkait;

m. menandatanganiRekomendasi, Nota  Pertimbangan,
S 1rnfk’9fﬁrnnom dan /gfan }asa pglayanw “LhL--
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lainnya sesuai dengankewenangan yang dilimpahkan,;

n. menyampaikan  pertimbangan  teknis  dan/atau
admimsiraif  kepadaWalikota  lerkait  kebijakan-
kebijakan strategis bidang perpustakaan, kearsipan,
serta akuisisi, deposit dan pengolahan dalam
penyelenggaraankewenangan Pemerintah di Daerah;

mnnailran S‘lvk anvranr Aan infarmaas anrtn
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langkah-langkahinovasi kepada Walikota dalam upaya
peningkatan kinerjapelayanan Dinas;

o



p. mengidentifikasi permasalahan perpustakaan, arsip,
serta akuisisi,deposit dan pengolahan berkenaan dengan
penyelenggaraail tugasPemerintahDaerah seita
memberikan alternatif pemecahan masalah;
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q. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan di bxdang perpustakaan kearst pan serta

P R, .1 PR, R - s 2 o suai fungsi

akuisisi, deposit dan pengolahansesuai fungsi Perangkat
Daerah;

r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkatKabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan

.
Pemerintahan Pusatmaupun instansi vertikal dalam

rangka penyelenggaraanPemerintahan di Daerah bidang
perpustakaan kearsipan serta akuisisi,deposit dan
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s. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan
mengawasipelaksanaan  tugas-tugas  prioritas  di
lingkungan Dinas dalamrangka memberikan pelayanan
prima kepada masyarakal sesuaikewenangan dalain
bidang tugasnyva;

t. membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf
sertamemberikan  penghargaan dan/atau fasilitas

mengikuti pendidikandan pelatihan penjenjangan karier

bagi staf/bawahan yangberprestasi dan/atau berpotensi;

u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang
terhadappegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang
herlalnar:

N A ASALEYA)

v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan
eselonnya ataspelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai
keieniuan yang beriaku,

w. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Walikota
sesuaipedoman yang ditetapkan,;

x. melaksanakan koordinasi  dan menyampaikan

]nﬂt\waﬂﬂcn-]ramkn e‘ﬁ]’(_\ﬂ“l‘\f\ﬂ 1o koﬂc\do
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laporanperkembangan aksanaa tugas epa
Sekretaris Daerah melaluiAsisten sesuai hubungan kerja
Asisten dengan Perangkat Daerah, secara
berkaladaii/atau sesuai kebutuhau,

y. merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggunawabanpelaksanaan tugas secara

administratif kepada Walikota melaluiSekretaris Daerah
setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serahterima
jabatan:dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diperintahkan ataudilimpahkan atau didelegasikan oleh

. .
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Bagian Kedua
SekretariatDinas

Pasal 7

1 R e . -
Sekietariat dipimpin oleh Seorang Seki
S

cla
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kep la Dinas dalam

memimpindan mengkoord1nas1kan penyelenggaraan
pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan
yaiig mcupuu urusain Perencanaan, Umuindain r x\cpcgd"walall,
serta Keuangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

a.

b

u

pelaksanaan keglatan administrasi  ketatausahaan,
Kepegawaian, kehumasai, protokol, dain keamanai,

nelaksanaa kegiatan  administrasi, penganggaran

(=8 tataly ) S = o DO 22,

pelak
perbendaharaan, verifikasi, akuntans1, pengadaan dan
administrasi perlengkapan dan pemeliharaan ({asilitas
Kaiitor;

pelaksanakan kegiatan perencanaan, anggaran pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado serta
penyusunan laporan kegiatan'dan

pelaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan
analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja,
hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di hngkup
Dinas Perpustakaan dan Kearsipau, dan
mpnoknnrmnaml(gnnvn dengan OQOrganisasi Perangkat

AL ARAAY walifsllgallll wLiip&it il - SantE i ia s o

Daerah terkait.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2], sekreiaris mempunyai
rincian tugas:

a.

b
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m. melaksanakan pembinaan dan peigawasai  pengisiai

. m\,u_, v ]

memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat
danmengkoordinasikan tugas bidang—bidang;

envusun nhan et Aarn miaci asarini hidana h1ﬂ'ﬂov‘“’7
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untukdirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis
Sekretariatdan mengkoordinasikan rencana  strategis
bidang-bidang;

. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan

kebijakandan/atau petunjuk teknis sebagai bahan
peneiapan kebijakanpimpinan,

mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan
bersamapedoman kerja sebagai bahan penetapan
kebijakan pimpinan;
moantnIaTIn marmimitalran an
menyusun, merumuskan, se
kerja danrencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan
rencana strategis dankebijakan yang telah ditetapkan oleh
Kepala Dinas menurut skalaprioritas;

mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program
kerja, skalaprioritas rencana kegiatan dan kebutuhan
unggaran Bidang sebagaiRKA Dinas serta bahan laporan
Kiner, Jd. Dinas dari 11‘1&5111g-maSulgruudug,

menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja
tidaklangsung, kebutuhan periengkapan
Dinassebagaimana ketentuanyang berlaku;

moemfaailitnei nelalreannan nenandanan lrehiitithan maits
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maupunoperasional dan mendistribusikan kepada para
Kepala Bidang,Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat
fungsional lainnyadan stafl pelaksana Dinas;

memfasilitasi npnvplpnooarann kehumasan Dinassesuai

adyvavas

prosedurpelayanan terhadap masyarakat yang
membutuhkan data atauinformasi tugas/kegiatan yang
dilaksanakan Dinas;

memfasilitasi pengadministrasian serta penvampaian
informasi,instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang
berkaitan denganpelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;

mengelola arsip

Mnﬂntoﬂl ~r ¢ vy
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naskah dinas,dokumen, data pegawai;

o
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aa.

bb.

CC.

dd.

daftar hadirpegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada

Kepala Dinas;

'11'1engkom’dinir penguinpulan data pejabat yang wajib
mengisi LHKPNdi lingkungan Organisasi Perangkat
Daerah;

mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan Analisa

i S Tl ok e P [ Qi I
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Jabatan Stuktural;

. mengoreksi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/

StandardQOperating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja

fpr]zovf ﬂ1||nnln1ngon Ninna:
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mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan
rumahtangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang
Dinas;

mewalkili I(Pnaln Dinas dalam nelqunnnnn tuoas sehari-
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hari apabllaKepala Dinas sedang dinas luar atau
berhalangan atau atas arahanpimpinan;

meneliti dan memaral setiap naskah dinas yang akan
disampaikankepada pimpinan baik untuk ditandatangani
atau sebagai bahanlaporan, masukan atau permintaan
arahan, kecuali naskah yangbersifat rahasia dan/atau

pada saat yang tidak memungkinkan sertamendesak
ditindaklanjuti;
meneliti dan memaraf setiap konsep

'Y

Rekomendasi/ NotaPertimbangan/ Surat Keterangan
dan/atan 1aga npla\mnan nlnhhc]mn nva van 1 i
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oleh Bidang terkait;

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
ierkaiikebijakan-kebijakan siraiegis lingkup Sekreiariat
kepada KepalaDinas;

. memberikan masukan, saran dan informasi kepada

Kepala Dinasdan/atau Kepala Bidang di lingkungan

Ninna torl-ast alalran nnﬂ+v1ﬂf\s ]:ﬂnlruv\ Nirnna:
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mengidentifikasi  permasalahan  berkaitan dengan
penyelenggaraankegiatan serta memberikan alternatif

melakukan lmnrd_mnm teknis Kepnla Dinas dalam

pelaksanaantugasnya;

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik
setingkatKabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusatmaupun instansi vertikal dalam
rangka penyelenggaraan tugassesuai kebijakan Kepala

Dinas;
mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,

mengevaluasi danmengawasi pelaksanaan tugas lingkup
Sekretariat;
membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan

dalamupaya peningkatan produktivitas kerja dan
pengembangan karier;
melaksanakan pengawasan melekat secara

berjenjangierhadappegawal di ingkup Sekreiariai sesual
ketentuan vang berlaku;

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan
eselonnya ataspelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai

Irotantiinn vana harlal-ye
ALLULILUALL yalls Uliiainu,

merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;



ee. merumuskan dan menyampaikan laporan
pertanggungjawabanpelaksanaan tugas secara

ff.

administratil kepada Kepala setiap akhirtaliun anggaraii
atan pada saat serah terima jabatan;dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
olehpimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan, Pengembangan,
Pannnﬂnnn Rahan Pustaka
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Pasal 8

(1) Bidang Peinbinaan, Pengeinbangan, dan Pengadaan Bahan
Pustaka ummmvm tugas membhantn Kenaln Dinas dalam

memimpin, mengendahkan, dan mengkoordmas1kan
perumusan kebjjakan teknis dan pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangain Dinas yaing meliputi
pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta
pengadaan, pengeiolaan, dan pelestarian bahan pustaka.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ay

nt (1) idano Dnmk;noan DPanacamhanaan dan Den ndann
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Bahan Pustaka mempunyai fungSL

a.

03
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penyusunan rencana dan program kerja bidang
pembinaan, pengembangan, dan pengadaan  bahan
pustaka;

pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis,
akreditasi perpustakaan, sertifikasi pustakawan, dan
pedoinan pembinaan perpustakaar;

pemberian dukungan kerja sama, perencanaan, diklat
teknis  perpustakaan, dan  pustakawan serta
menyelenggarakan pembinaan sumber daya,
pemasyarakatan budaya baca;

perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas bidang pembinaan,
pengeimnbaigan dan pengadaain bahan pustaka, deposit
dan otomasi perpustakaan;

pengelolaan data base dan informasi bidang pembinaan,
pengembangan dan pengadaan bahan pustaka, deposit
dan otomasi perpustakaain;

pelaksanaan kerjasama bidang pengembangan dan

pengolahan bahan pustaka, deposit dan otomasi

perpustakaan;
pengumpulan, pengadaan, penerimaan, pengelahan dan
penyimpanan bahan pustaka;

pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan
kKetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pelaksanaan penyusunan hibliografi daerah, bahan
rujukan berupa indeks, bibliografi, subjek, abstrak dan
literatur sekunder 1ainnya' dan
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(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pembinaan,
Pengembangan, dan Pengadaan Bahan Pustaka mempunyai

1inmn H1inae
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il AAA\/A(AAA L“bu\)

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan

pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
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menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya
untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;

menyusun dai ineruinuskaii reicaina sti ategis uxucmg,
menyusun serta meriimuskan hahan penetapan kPhnnlmn

dan / atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya
sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

meiyusuil dan meruimuskai pcuOl‘nan Keij Jd. pdud 111‘1gn‘up
bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
menyusun, merumuskan, serta menetapkan program

kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana
S!‘_rategie n lrehiinlran vano telah Aﬂ'cfon]’on oleh Kenala

an AAUMLJEAAGRLL yQUlE LUAGUL WALV LA i Vialdl aavprda

Dinas menurut skala prioritas;
merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang
untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan

menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan
biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada
Kepala Dinas;

mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah
dinas yang berkaitan kewenangan dailam ketentuan
pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/

A;S n ‘01 nvmn‘n
\ai p AL t}LAAlt}AALuAA,

mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota
Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan
publik lainnya untuk ditandatangani olen Kepala Dinas

melahnu Qplrrpfa.ﬂnt

AbAATAA VAL RS W ARA WA

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif
terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup
bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

memberikan masukan, saran dan informasi kepada
Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

. mengidentifikasi  permasalahan  berkaitan dengan

+ 1 o
penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternative

pemecahan masalah;

melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan
Kepala Dinas lainnya dalain pelaksanaan tugasitya,
melakukan koordinasi denoan 191ar2n Pemerintah baik

setingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam
raingka penyelenggaraain tugas sesuai kebijakan Kepala
Dinas:

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada
lingkup bidang;

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan
dalam wupaya peningkatan produktivitas kerja dan
pengembangan karier,

melaksanakan pengawasan melekat secara hpnpnmng

terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan
yang berlaku;

memberikan  sanksl  sesudl  kewenangan  Ungkaian
eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai

ketentuan yang berlaku,
melaksanakan pengawasan, evaluasi serta
pelaksanaanpembinaan  perpustakaan  dalam  hal

pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pengembangan
Sumber Daya Manusia, serta pengelolaan pengembangan

Saiaila prasaraiia,
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